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ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG DI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI
DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan data yang diperoleh, lahan hak milik orang diindikasikan terlantar
yang terlihat mati tersebut sebagian tanahnya digunakan oleh salah satu warga
Desa Bungah dan tanah negara yang dimanfaatkan. Tanah digunakan sebagai
tempat tinggal dengan membangun rumah. Rumah dibangun menyerupai
panggung yang biasa disebut rumah lantai bertiang. Warga tersebut dapat
menduduki rumah diatas tanah hak milik orang lain atas izin dari pihak setempat
yang berwenang. Sedangkan untuk yang menghaki tanah negara mendapatkan

izin memakai dari kelurahan yang sah.

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di daerah Aliran
Sungai

Menurut Mazhab Maliki menyatakan tanah yang telah berubah menjadi

tanah kosong karena ditinggalkan penggarapannya sehingga tidak terurus

boleh digarap orang lain dengan cara ihya’ al-mawat. Mazhab ini

berpendapat atas dasar hadis Rasulullah Saw bersabda :

(lailly tsladly 39> sl olyy U S iesis B

Artinya :
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“Barangsiapa yang membuka lahan (menyuburkan) tanah yang gersang,
maka tanah tersebut menjadi miliknya” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i dan
at-Tirmidzi)."

Sesuai pendapat mazhab Maliki di atas bahwa pengguna tanah telah
merubah lahan non produktif menjadi berguna sebagai tempat tinggal.
Sesuai hadis Rasulullah Saw juga bahwa warga rumah panggung
membuka lahan yang lama tidak didayagunakan.

Dengan demikian, pembangunan rumah panggung telah
menggunakan tanah kosong yang semula tidak terorganisir oleh pemilik
tanah. Namun warga rumah panggung tidak menggunakan atau
mendayagunakan tanah secara baik. Padahal salah satu syarat ihya’ al-
mawat bahwa ketika membuka lahan maka harus menyuburkan tanah
agar menjadi produktif sesuai dengan pendapat Syaikh Shihab al-Din
Qalyubi wa Umairoh dalam kitabnya Qalyubi wa Umairoh seperti yang

dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa :
At S NG e
Artinya : “Menyuburkan tanah yang tidak subur”.?
Adapun warga rumah panggung tidak menyuburkan tanah namun
mereka melakukan transaksi ekonomi berupa jasa perbaikan kendaraan
ringan (bengkel) diatas rumah yang telah didirikan. Dengan adanya

transaksi ekonomi tersebut maka mereka tidak menyia-nyiakan tanah

yang telah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.

! Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah : Jilid IV, 197.
* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 265.
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Dalam kitab al/-Mughni diceritakan bahwa Umar berkata
“Barangsiapa yang mempunyai tanah kemudian dia membiarkannya
selama tiga tahun, lalu ada sekelompok orang yang mendayagunakannya

kembali, maka mereka lebih berhak atas tanah itu daripada pemiliknya™.’?

Abu Yusuf dalam a/-Kharaj menuturkan riwayat dari Said bin al-
Musayyab. Disebutkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah

berkata:

Lo Doad®: 2o & - o 3 of

Artinya : “Orang yang memagari tanah (lalu membiarkan begitu
saja tanahnya) tidak memiliki hak atas tanah itu setelah tiga
tahun.”

Umar ra. dan Abu Yusuf sepakat bahwa kepemilikan atas tanah
kosong terjadi setelah penggarap mendayagunakan dalam jangka waktu
selama tiga tahun. Pemilik tanah mengabaikan tanahnya dari tahun 1993
hingga sekarang yang artinya selama 23 tahun pemilik tanah telah
membiarkan tanah berstatus kosong. Apabila mengacu kepada pendapat
Umar ra. dan Abu Yusuf maka tanah dibawah bangunan berhak dimiliki

oleh warga rumah panggung.

Mayoritas ulama figh sepakat menyatakan bahwa jika seseorang
telah menggarap sebidang lahan kosong, maka ia berhak atas lahan itu
sebagai pemilik lahan. Akan tetapi, Abu al-Qasim al-Balkhi pakar Figh

Hanafi menyatakan bahwa status orang yang menggarap sebidang lahan

? Tbnu Qudamah, A/-Mughni : Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 328.
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hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. [a menganalogikannya
dengan seseorang yang duduk di atas tempat yang dibolehkan, maka ia
hanya berhak memanfaatkannya bukan memiliknya.*

Dalam asas kepemilikan dapat disebut hak milik berjenis Milku al-
naqgis (milik yang tidak sempurna), bahwa pemilik rumah panggung
hanya memakai tanah tanpa adanya kepemilikan tanah. Hal ini juga
ditegaskan pada QS al-Baqgarah bahwa seluruh harta yang ada di muka
bumi ini mutlak milik Allah yang diperuntukkan manusia untuk
dimanfaatkan dan dijaga sifatnya sesuai syara’.

Surat al-Bagarah (2) ayat 29 :

Pra
W (7
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Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi
untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-
Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Abu Ubaid meriwayatkan Hadis Rasulullah Saw, bahwa:

3 n

&J’ﬁ&””h@\\.ﬁ-\ (,_Q.buﬁ(cdyjl.b ig;\.&

Artinya : “Tanah kaum Ad® adalah milik Allah dan Rasul-Nya,

setelah itu tanah tersebut menjadi milik kalian. Barangsiapa orang
yang membuka lahan (tanah) baru, maka tanah itu menjadi miliknya

* Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam : (2) FIK — IMA, 659.

® Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya : Juz I- Juz 30, 13.

® Tanah kaum Ad adalah tanah yang pada masa lampau ada penghuni / pemiliknya lalu mereka
musnah hingga tak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Rasulullah menisbatkan tanah itu
untuk kaum Ad karena selain mereka adalah orang-orang yang hidup di masa lampau, mereka
juga memiliki kekuatan, kebengisan, dan peninggalan yang begitu banyak sehingga setiap
peninggalan masa lalu dinisbatkan kepada mereka.
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dan tidak memiliki hak lagi apabila selama tiga tahun diabaikannya.
(HR Abu Ubaid dalam Kitab a/-Amwal)’

Dalam hadits maupun Al-Qur’an tidak dijelaskan ciri-ciri tanah
yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan
bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain
sebagainya. Hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan
lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan
Allah Swt dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan

dan kemaslahatan umat manusia.

Batas-batas tanah harus ditandai dengan jelas seperti pohon-
pohon, pagar atau tanda-tanda yang dapat memperjelas pemisahan batas
tanah yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari sengketa
tanah dimasa yang akan datang.

Mazhab Syafi’i, Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad
bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa tanah kosong yang akan
digarap tidak perlu izin dari pemerintah karena harta seperti itu adalah
harta yang boleh dimiliki setiap orang. Sedangkan mazhab Hanafi dan
Maliki mengharuskan izin terlebih dahulu kepada pemerintah apabila
tanah tersebut dekat dengan pemukiman. Jika jauh dari pemukiman maka

izin pemerintah tidak diperlukan.®

’ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah : Terjemah dari Fighus Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006)
199.
® Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam : (2) FIK — IMA, 659.
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Proses perizinan warga rumah panggung melalui Ketua RT
dikarenakan pada saat itu mereka tidak mengetahui keberadaan pemilik
tanah. Hal tersebut dapat dikatakan sah sebab Ketua RT juga memiliki
wewenang terhadap warga dan berhak memutuskan perbuatan yang
tidak mengganggu kepentingan lainnya serta demi kesejahteraan
bersama. Namun ketika dihadapkan masalah penguasaan tanah diatas
hak milik maka warga rumah panggung lebih berhak izin kepada pemilik
tanah meskipun akan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan

diterima dimasa mendatang.

Rumah panggung Bapak Ahmad dapat dikatakan sah secara hukum
islam dikarenakan memakai tanah negara atas izin pihak kelurahan dan

dengan disertai bukti pajak yang dibayar setiap tahunnya.

B. Analisis Hukum Positif terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di daerah
Aliran Sungai
Pembangunan rumah panggung dinilai sangat bagus dimana telah
memanfaatkan lahan non produktif menjadi berguna sebagai tempat
tinggal. Siapa saja diperbolehkan mengelola tanah menjadi sesuatu yang
menghasilkan, sesuai Pasal 1 angka 2 UUPA menyatakan Hak Bangsa
Indonesia bahwa :
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang
angkasa bangsa Indoneesia dan merupakan kekayaan nasional.
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Warga rumah panggung juga memiliki inovasi untuk merubah
keadaan semula kosong menjadi rumah panggung dan tempat bekerja
(tempat jasa perbaikan kendaraan ringan). Mereka menempati lahan
kosong selama + 21 tahun schingga dapat dipastikan lahan tersebut

sangat tidak memiliki dayaguna.

Hal seperti ini sangat memprihatinkan dan telah menjadi perhatian
penting bagi kepemerintahan. Obyek tanah yang diindikasi terlantar
maupun ditetapkan terlantar, perbuatannya telah diatur di Peraturan
Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar. Ditegaskan pada Pasal 3 menyatakan bahwa :
“tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 2 adalah :

a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama
perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai
dengan keadaan atau sitat dan tujuan pemberian haknya; dan

b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun
tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus
Barang Milik Negara / Daerah yang tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan
pemberian haknya.”

Pasal 3 menyatakan yang tidak termasuk obyek penertiban adalah
tanah yang tidak sengaja tidak dipergunakan. Akan tetapi, lahan kosong
yang berada di desa Bungah terletak di Dusun Nongkokerep wilayah
selatan bagian Desa Sungai Solo telah diabaikan dengan sengaja sejak
tahun 1993 artinya tidak didayagunakan selama 23 tahun maka tanah

tersebut diindikasi tanah terlantar.
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Ditegaskan pula pada Pasal 27, 34, dan 40 Undang-Undang Pokok
Agraria. Disebutkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dan menjadi
penguasaan negara apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak
dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat

dan tujuan haknya atau tidak dipelihara degan baik.

Mengingat nilai tanah sangat tinggi dan merupakan aset berharga
negara maka sifat dan keadaannya diatur tegas pada Pasal 6 UUPA

menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Pasal 15 UUPA bahwa “Memelihara tanah, termasuk menambah
kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap
orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hukum
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah’.
Warga rumah panggung nyata telah memanfaatkan lahan sebagai
tempat tinggal sarana transaksi ekonomi. Akan tetapi bentuk rumah
lantai bertiang tersebut sebagian besar tidak memperhatikan fungsi sosial
tanah. Dalam pembangunan rumah panggung pada lahan kosong ini telah
mengabaikan peraturan Pasal 6 UUPA bahwa sifat dan keadaan tanahnya
sangat tidak nyaman untuk dilihat. Sebagian tanah sekitar rumah
panggung tidak terawat dengan terlihat adanya air hitam pekat
menyerupai sungai kotor yang menimbulkan banyak penyakit. Selain

hitam pekat juga tanah terlihat tidak terpelihara dengan baik. Ketika
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musim hujan turun keseluruhan tanah kosong tersebut terpenuhi dengan
air seperti sungai pasang. Begitu sebaliknya ketika musim kemarau maka
tanah kosong akan berubah menjadi kering dan tandus. Dengan demikian
warga rumah panggung telah tidak mengindahkan Pasal 6 UUPA.

Asas accesie mengemukakan bahwa bangunan dan tanaman tersebut
tetap bukan merupakan bagian dari tanah. Untuk dapat diikutsertakan
pada pemindahan hak maka ketentuan kekikutsertaan tanah dapat dirinci

pada akta yang bersangkutan.

Dengan mengetahui konsekuensi bangunan terhadap tanah maka
warga rumah panggung berhak meminta ganti rugi apabila pemilik tanah
mengambil alih kepemilikan lahannya kembali. Akan tetapi ketika Pasal
18 UUPA menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat,
hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang
layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang” maka
pembangunan rumah panggung yang tanpa didasari hak atas tanah
tersebut berhak tidak mendapat ganti kerugian dari pihak yang

bersangkutan.

Untuk rumah panggung pak Ahmad yang berada di atas tanah
negara tepat pada wilayah sungai harus diperhatikan secara jeli antara
jarak bangunan dan palung sungai. Pada Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur jarak antara kegiatan manusia
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dengan ekosistem sungai dalam sebutan garis sempadan. Keberadaan
bangunan tersebut berjarak £10m dari palung sungai. Sungai yang lebih
tepatnya bengawan solo di Desa Bungah tersebut keadaan garis
sempadan tanpa adanya tanggul tinggi yang membatasi secara buatan.
Dengan demikian sungai yang tidak bertanggul dalam kawasan
perkotaan diatur pada pasal Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2011 tentang Sungai,

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
ditentukan :

a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga
meter);

b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan
20 m (dua puluh meter); dan

c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).”

Jadi keberadaan bangunan rumah panggung tersebut masih dalam
wilayah terlindungi oleh hukum sesuai aturan pada Pasal 9 poin b. Meski
diperbolehkan menduduki tanah tersebut, akan tetapi Bapak Ahmad
harus berhati-hati mengenai wilayah tanah buruk yang berada di
bangunan tersebut. Daerah aliran sungai yang berdekatan dengan inti

sungai seharusnya tidak ditempati bangunan untuk menjaga tekstur

° Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
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tanah agar kegemburan tanah tidak terkikis oleh bahan yang merusak

tanah.

Adapun penggunaan tanah kosong atau terlantar dapat
dimanfaatkan melalui hak atas tanah berupa “Hak Pakai”. Dalam

ketentuan umum dijelaskan pada Pasal 41 UUPA bahwa :

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan damn/atau memungut
hasil drai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengn
Jjiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”

Hak pakai atas tanah negara, dapat diperoleh atas keputusan
pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional. Jangka waktu
penggunaan pertama kali paling lama 25 tahun. Sedangkan Hak pakai
atas tanah hak milik, dapat diperoleh dengan pemberian tanah oleh
pemilik tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Jangka waktu
penggunaan selama 25 tahun untuk pertama kali dan tidak dapat
diperpanjang. Namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan
pemegang Hak Pakai dapat diperbarui dengan pemberian Hak Pakai baru
dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat untuk dicatat dalam

Buku Tanah.
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Untuk rumah panggung Ibu Cik tidak memiliki surat izin resmi
dari pemilik tanah atas dasar penguasaan tanah di atas hak milik.
Adapun mengenai penggunaan tanah yang didirikan rumah panggung
tersebut dihuni selama 21 tahun sehingga bangunan tersebut secara

hukum tidak sah untuk didirikan.

Untuk rumah panggung Bapak Ahmad dapat dikatakan sah secara
hukum atas izin dari pihak kelurahan berupa hak pakai atas tanah
negara. Bapak Ahmad telah menduduki tanah negara selama + 10 tahun
maka dapat dikatakan jangka waktu menghuni rumah tersebut belum
habis dan masih diperbolehkan untuk memperpanjang waktu hunian

setelah jangka waktu pertama kali telah habis masa.

Proses perizinan warga untuk peruntukan tanah di Desa Bungah
Kabupaten Gresik yang terletak di Dusun Nongkokerep bagian Desa
Sungai Solo dilakukan hanya kepada Ketua RT dikarenakan pada saat itu
mereka tidak mengetahui keberadaan pemilik tanah. Seharusnya proses
perizinan wilayah dibubuhi persetujuan dari Bupati Gresik / Pejabat yang
ditunjuk sesuai Pasal 2,

“Subyek Retribusi adalah Orang/ badan hukum yang menggunakan
tanah untuk mendirikan bangunan di daerah harus mendapatkan ijin
peruntukan penggunaan tanah (IPPT) terlebih dahulu dari Bupati
Gresik / Pejabat yang ditunjuk”.

dan Pasal 3,
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“Obyek Retribusi adalah ijin peruntukan penggunaan tanah di

wilayah Kabupaten Gresik dan perkecualian penggunaan tanah

dimaksud berada di lokasi jalur primer dan atau jalan sekunder’.
Adapun pendirian bangunan juga diatur di Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan bahwa:

“Ketentuan pasal 6 huruf d berbunyi sebagai berikut :

Bupati Gresik dapat mendelegasikan kewenangan pemberian ijin

dimaksud kepada Dinas terkait untuk mengeluarkan Surat [jin

Mendirikan Bangunan Bagi Perumahan Penduduk (Perorangan)

untuk bangunan lama (Pemutihan) maupun Bangunan Baru.”

Untuk rumah Bapak Ahmad mengenai proses perizinan telah sah
secara hukum atas bukti Hak Pakai yang setiap tahunnya membayar
pajak kepada negara. Izin tanah yang dilakukan Bapak Ahmad juga sah
seperti yang ditegaskan pada pasal 57 angka 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai bahwa “setiap orang yang akan
melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin”
dilengkapi dalam Pasal 58 angka 1 bahwa ““/zin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (2) hurut a sampai dengan hurut t diberikan oleh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya’.



